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Abstract

Stunting is an urgent problem that needs to be resolved as it will affect the quality of Indonesian human
resources in the future. Human resources are a key factor in a country’s success.This research was carried out to
provide in-depth study on the implementation of the program of prevention and reduction of stunting in Puskesmas
Limapuluh district Limapuluh city of Pekanbaru.The main objective of this discussion is how to prevent stunting in
pregnant mothers and reduce the number of stunting cases.This type of study uses descriptive and quantitative
methods, with the majority of respondents being female at 75 per cent, and the number of babies/children exposed to
stunting at 47 per cent.The results of this study show that despite many government policies that have been taken to
encourage the occurrence of stunting, the actual decline is still a long way from the target.In the district of
Limapuluh City of Pekanbaru there are still a lot of people who do not have enough knowledge about stunting itself,
its effects, causes, prevention and treatment.Therefore, widespread support is still needed to provide more detailed
information on how to prevent stunting in early childhood.
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Abstrak

Stunting  merupakan  permasalahan mendesak yang perlu diselesaikan karena akan
mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.Sumber daya manusia
merupakan faktor utama keberhasilan suatu negara. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kajian
mendalam mengenai implementasi program pencegahan dan pengurangan stunting di Puskesmas
Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.Tujuan utama diskusi ini adalah bagaimana
mencegah stunting pada ibu hamil dan menurunkan angka kasus stunting.Jenis penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan
sebesar 75%, dan jumlah bayi/balita yang terkena stunting sebanyak 47 orang.Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa meskipun banyak kebijakan pemerintah yang telah dilakukan untuk mendorong
terjadinya stunting, namun angka penurunan sebenarnya masih jauh dari target.Di Kecamatan
Limapuluh Kota Pekanbaru masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup
tentang stunting itu sendiri, dampaknya, faktor penyebab, pencegahan dan cara pengobatannya.Oleh
karena itu, masih diperlukan dukungan luas untuk memberikan informasi lebih detail mengenai cara
mencegah stunting pada anak usia dini.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Stunting, Pencengahan dan Penurunan
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Pendahuluan

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang
dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan
gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua
tahun. Menurut UNICEEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59
bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting
kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Stunting diakibatkan oleh
banyak faktor, seperti ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi yg berkali-kali. Kondisi
lingkungan, baik itu polusi udara, air bersih bisa juga mempengaruhi stunting. Tidak jarang
pula masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, seperti masalah ekonomi,
politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah
degradasi lingkungan.

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting sebagai upaya agar
anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan
disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu
berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan
tisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang
tentunya sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan
kreativitas di usia-usia produktif. Gejala yang ditimbulkan akibat stunting antara lain anak
berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak
tampak lebih muda/kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya dan
pertumbuhan tulang tertunda.

Pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki
pola gizi di masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap kejadian stunting terutama sejak
awal pembentukkan janin sampai kelahiran bayi dan sampai bayi berusia dua tahun. Dua
tahun kehidupan adalah periode emas bagi kehidupan anak. Pada fase ini kecukupan gizi
sangat perlu diperhatikan untuk pertumbuhan bayi sehingga dapat mencegah dan jumlah
penurunan pada Stunting. Program Pencengahan dan Penurunan Stunting adalah salah satu
metode penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang
merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Dikarenakan tingkat jumlah kasus
Stunting dapat meningkat per-tahun yang dimana memerlukan penanganan, pencengahan
dalam penurunan Stunting disetiap kecamatan,kabupaten dan kota. Puskesmas secara otomatis
melaksanakan program kerja tersebut yang dimulai dengan pendataan wilayah kerja, kemudian
dilanjutkan dengan kegiatan ataupun program yang mengarah pada penanganan gizi. Semua
tahapan kehidupan dimulai dari bayi hingga usia lanjut. Selain itu juga menjalankan kegiatan
di Posyandu Keluarga yang salah satu tujuannya adalah untuk menangani masalah gizi di
wilayah kerja Puskesmas.

Untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan maka pelaksanaan yang
dilakukan akan mendukung semua capaian program, oleh karena itu diperlukan dukungan
kebijakan dari Dinas Kesehatan untuk mencapai pelaksanaan tersebut yaitu “ Meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan
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pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primery health care) dan peningkatan upaya
promotif dan preventif di dukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Dalam melaksanakan kegiatan terkait gizi, selaku kepala bidang Gizi Puskesmas
Limapuluh mengatakan kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan bagian gizi
sebanyak 4 orang, seshubungan dengan adanya 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Limapuluh,
maka dibutuhkan masing-masing 1 orang pegawai untuk menjadi penanggung jawab
permasalahan gizi dimasing-masing kelurahan, namun untuk bidang kesehatan bagian gizi itu
sendiri hanya ada 1 orang pegawai saja, dapat dilihat dari permasalahan dalam penanganan
melakukan penyuluhan untuk pencegahan salah satunya dalam program kasus stunting di
Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Jumlah balita yang terkena
stunting di Kecamatan Limapuluh pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021
namun masih menjadi angka yang paling tinggi dari 15 Kecamatan yang terdata, dapat dilihat
dari data yang diperoleh berdasarkan E-PPGM oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dan
masih menjadi lokus utama angka paling tinggi pada tahun 2022.

Tinjauan Pustaka

Menurut Van Meter Van Horn dalam julianda dan eko handrian 2022: 8 mengemukakan
bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan, yaitu standar dan sasaran
kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi
lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi implementor. Dengan demikian masing-
masing variabel merupakan faktor signifikan yang saling mempengaruhi untuk tercapainya
kinerja pelaksanaan kebijakan tersebut. Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan
sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang
sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah
perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak
pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk
mewujudkan cita - cita/tujuan yang telah ditetapkan. Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab
(2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan
eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Pelaksanaan adalah pergerakkan yang
dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan
memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksanaan sesuai dengan
kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. (Nawawi, 2008)

Pelaksanaan menurut (Wesra, 2011) adalah sebagai usaha- usaha yang dilakukan untuk
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan
dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Pelaksanaan
adalah bahwa sumber daya pelaksanaan yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan
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dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari tersebut,
bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki
antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. (Adisasmita, 2011).

Impelementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah
ataupun swasta. (Solihin, 2004) mengatakan Implementasi adalah memahami apa yang
senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan
fakus perhatian impelementasi kebijakan yakni timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman  kebijaksanaan = Negara yang mencakup baik  usaha-usaha  untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat
atau kejadian-kejadian.

Model implementasi yang berperspektif top down dikemukan oleh George C. Edward III
menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan direct and indirect impact on
impelementation. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat
empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu
(Agustino, 2008)

1. Komunikasi, komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan
dari implementasi kebijakan public, impelementasi yang efektif terjadi apabila para
pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila
komunikasi berjalan dengan baik.

2.  Sumber daya, mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber
daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, dalam mengimpelemntasikan
kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu, staf, informasi,
wewenang dan fasilitas.

3. Diposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam
pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.

4. Struktur Birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan I mplementasi kebijakan publik
adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka
hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan
menghambat jalannya kebijakan.

Dalam pendekatan yang menggunakan teori dari Van Metter dan Carl Van Horn
Implementasi kebijakan publik mengatakan proses implementasi kebijakan sebuah abstraksi
atau performansi suatu Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan
untuk meraih kinerja Implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam
hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan
secara linier dari keputusan politik yang tersedia pelaksana dan kinerja kebijakan public yang
dimana terdapat enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi atau
pelaksanaan, yaitu (1) Standar Dan Sasasran Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik

Fadlul Rahman Herza dan Eko Handrian
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1/2024 47



Journal of Public Administration Review
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar Vol. 1 No. 1 Juli 2024

Agen Pelaksana, (4) Sikap/Kecendrungan, (5) Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas
Pelaksana, (6) Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial.

Yang dimana indikator Variabel Pelaksanan yang sangat menentukan keberhasilan
Pelaksanaan, yaitu :
1. Standar Dan Sasasran Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-
hanya-jika ukuran dan tujuan dan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang
mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan
terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang, merealisasikan
kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses impelementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, sumber daya
sumber daya lain yang perlu diperhitungkan jugas, ialah sumber daya finansial dan sumber
daya waktu

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan oganisasi
informal yang akanterlibat pengimpelementasisan kebijakan publik, merupakan sangat
penting karena kinerja impelementasi kebijakan public akan sangat banyak dipengaruhi
oleh ciri-ciri yang tetap serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana sangat mejadi pengaruh

keberhasilan atau tindak kinerja implementasi kebijakan.
5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan
publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam
suatu proses impelementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk
terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan, Ekonomi,Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna meninal kinerja implementasi public
dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Carl Van Horn adalah, sejauh mana
lingkungan ekternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan.
Lingkungan Ekonomi,Sosial, dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi
dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya mengimpelementasikan
kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah
ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi
merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan
atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik
suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan
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oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar
lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-
usaha dan didukung oleh alat-alat penujang.

Metode

Tipe penelitian ini adalah penelitian survey deskriptif karena peneliti ingin
menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi, berdasarkan pengamatan peneliti
dilapangan melalui pengumpulan data dan menganalisa, sehingga dapat mengevaluasi dan
mendapatkan hasil dalam permasalahan penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan
pada penilitian ini adalah metode kuantitatif bertujuan untuk menghubungkan antar variabel
dalam sebuah populasi dikarenakan hal tersebut, peneliti berkeinginan mendapatkan data yang
akurat sesuai dengan fakta dilapangan yang dapat diukur dan dari data diperoleh peneliti
dapat melakukan analisis terhadap hipotesis dari penelitian ini sehingga hasil dari penelitian
ini akan teruji secara ilmiah dan empiric, dengan hasil akhir yang dapat dipertanggung
jawabkan kebenaranya.

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 2:  Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Puskesmas Limapuluh Kecamatan
Limapuluh mengenai Pelaksanaan Program Pencengahan Dan Penurunan Stunting
Oleh Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

RESPONDEN
No Indikator Cuku
Terlaksana Terlaksgn Kurang Jumlah
a Terlaksana
1 Standar & sasaran 3 0 0 3
kebijakan (100%) (0%) (0%) (100%)
2 Sumber daya 2 L 0 3
(75%) (25%) (0%) (100%)
3 Karakteristik agen 2 1 0 3
pelaksana (75%) (25%) (0%) (100%)
: 0 3 0 3
4 | Sikap/kecendrungan 0% 60% (0%) (100%)
5 Komunikasi antar 1 1 1 3
organisasi 33,3% 33,3% (33,3%) (100%)
5 Lingkungan sosial 1 2 0 4
dan ekonomi 20% 60% (0%) (100%)
Jumlah 12 11 1 24
Rata-rata 2 1 1 4
Persentase 50% 25% 25% 100%
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Tabel 3 : Rekapitulasi Tanggapan Ibu Hamil
RESPONDEN
. Cukup
No Indikator Terlaksana | Terlaksan Kurang Jumlah
a Terlaksana
1 Standar & Sasaran 15 5 0 20
Kebijakan (75%) (25%) (0%) (100%)
12 7 1
0
2 | Sumber Daya (60%) (35%) (5%) 20 (100%)
3 Karakteristik Agen 12 8 0 20
Pelaksana (60%) (40%) (0%) (100%)
: 13 7 0 20
4 | Sikap/Kecendrungan (65%) (35%) (0%) (100%)
5 Komunikasi Antar 13 7 0 20
Organisasi (65%) (35%) (0%) (100%)
5 Lingkungan Sosial 13 7 0 20
Dan Ekonomi (65%) (35%) (0%) (100%)
Jumlah 78 41 1 120
Rata-rata 13 6,8 0,2 20
Persentase 65% 34% 1% 100%
Tabel 4. Rekapitulasi Tanggapan RespondenWali stunting
RESPONDEN
. Cukup
No Indikator Kurang
Terlaksana Terlzksan Terlaksana Jumlah
1 Standar & sasaran 5 15 0 20
kebijakan (25%) (80%) (0%) (100%)
2 | Sumber daya 12 8 0 20
y (60%) (40%) (0%) (100%)
3 Karakteristik agen 7.5 5.5 7 20
pelaksana (37.5%) (27,5%) (35%) (100%)
: 55 14,5 0 20
4 | Sikap/kecendrungan (27.5%) (72.5%) (0%) (100%)
5 Komunikasi antar 5 7 8 20
organisasi (25%) (35%) (40%) (100%)
5 Lingkungan sosial 15,5 4.5 0 20
dan ekonomi (77,5%) (22.5%) 0% (100%)
Jumlah 50,5 54,5 15 120
Rata-rata 8.4 9.1 2,5 20
Persentase 42% 45,5% 12,5% 100%
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Dari hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan bahwa rata-rata jawaban responden Wali
dari Stunting berada pada kategori “Terlaksana”. Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan,
dilihat dari hasil penyebaran kuesioner pada wali stunting, mereka menjawab terlaksana. hal
ini dikarenakan masyarakat peduli untuk mencengahnya stunting pada balita oleh kepala
Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dalam memberikan penanganan
stunting.

Indikator Sumber Daya, dilihat dari hasil penyebaran kuesioner pada Wali Stunting
mereka menjawab terlaksana. Tetapi pada penilian mereka, pegawai Puskesmas Limapuluh
Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, memerlukan tenaga kerja bantuan lebih, untuk
menjalankan kegiatan pencengahan pada stunting, agar lebih mudah memberikan penanganan
kepada masyarakat di posyandu atau dalam kunjungan rumah kerumah.

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana, dilihat dari penyebaran kuesioner pada Wali
Stunting, mereka menjawab terlaksana, hal ini dikarenaka mereka mengikuti intruksi pegawai
puskesmas dalam Program Pencengahan Dan Penurunan Stunting.

Indikator Sikap/Kecendrungan Pelaksana, dilihat dari penyebaran kuesioner pada Wali
Stunting, mereka menjawab terlaksana, hal ini dikarenakan dalam melakukan program
pegawai memberikan penanganan dengan baik kepada anak atau balita. Walaupun selama
kegiatan berjalan belum semaksimal yang seharusnya.

Indikator Komunikasi Antar Organisasi, dilihat dari penyebaran kuesioner pada Wali
Stunting, mereka menjawab terlaksana, hal ini dikarenakan dalam pemahaman pesan kami
diberikan pemahaman dengan baik terkait bagaimana pencengahan stunting dan penurunan
stunting.

Indikator Lingkungan Ekonomi Dan Sosial, dilihat dari penyebaran kuesioner pada Wali
Stunting, mereka menjawab terlaksana, hal ini dikarenakan dalam kondisi sosial, masyarakat
membaur dengan baik kepada pegawai-pegawai puskesmas yang melaksanakan program
pencengahan stunting dan penurunan stunting maupun staff umum di Puskesmas Limapuluh.

Dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan dan penulis dapat mengambil jawaban pada
penelitian ini dari sisi Wali dari Stunting bahwa Pelaksanaan Program Pencengahan Dan
Penurunan Stunting Oleh Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru
“Terlaksana”. Hal ini dikarenakan masih memerlukan bantuan tenaga kerja, kesiapan
mengerjakan tugas dan kecekatan petugas dalam menjalankan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Pelaksanaan Program
Pencegahan Dan Penurunan Stunting Oleh Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota
Pekanbaru, maka dapat disimpulkan hasil penelitian tersebut program pencegahan stunting ini
masih dapat dikategorikan “cukup terlaksana “ karena belum semua indikatornya terlaksana
dengan baik maka dari itu dijelaskan sebagai berikut :
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D)

Indikator Standar dan sasaran kebijakan berada pada kategori Terlaksana, hal ini
dikarenakan Sesuai dengan sasaran kebijakan, Puskesmas Limapuluh Kecamatan
Limapuluh Kota Pekanbaru melaksanakan program pencegahan dan penurunan stunting.
Indikator Sumber Daya berada pada kategori Kurang Terlaksana. hal ini dikarenakan
pihak pegawai Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dalam
melaksanakan pencatatan,pelaporan dan tanggung jawab mereka masih memerlukan
tenaga kerja dalam menjalan tugas mereka dengan baik.

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori cukup terlaksana. hal ini
dikarenakan Di Puskesmas Limapuluh Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, jumlah
kasus stunting terus meningkat karena tugas dan pokok yang dilaksanakan belum efektif.
Indikator Sikap Para Pelaksana pada kategori Cukup terlaksana yang dimana pada
kecekatan petugas atau staff masih belum bejalan dengan baik, dikarenakan kurangnya
tenaga kerja untuk saling bekerja sama dalam menjalankan program pencengahan dan
penurunan stunting.

Indikator Komunikasi Antar Organisasi pada kategori Terlaksana, yaitu pemahaman
terhadap pesan yang disampaikan kepada masyarakat berjalan dengan baik .

Indikator Lingkungan Ekonomi Dan Sosial, pada kategori Cukup Terlaksana yang dimana
kondisi ekonomi masyarakat masih dikatakan belum stabil, namun kondisi sosial cukup
terbilang baik pada saat melakukan kegiatan program pencengahan dan penurunan
stunting.
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